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Kupersembahkan tulisan ini
Untuk ibuku yang tanpanya aku tiada
Untuk ayahka vang dengannyva aku mengadsa

dan untuk pejuang desa lainnya



HALAMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripst i
berpedoman pada Surat Keputusan bersama Departemen Agama dan Mentr

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988
‘Nomor : 157 / 1987 dan 0593h/1987

I Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama buruf latin Nama
‘ alif ; Tidak dilambangkan
< ba’ B be
= ta’ T . te
o sa” ; es (dengan titik di atas)
C jim J je
z ha’ h ha (dengan titik di bawah)
C kha’ Kh 1 ka dan ha
> dal D , de
5 !
- zal z ze¢ (dengan titik di atas )
) ra’ R B er '
J zal Z zet
o sin S es
o syin Sy es dan ye
v sad S es (dengan titik di bawah)
o= dad d- de (dengan titik di bawah)
b ta’ t te (dengan titik di bawah)
= za zZ zet (dengan tittk di bawah)
c ‘ain ‘ koma terbalik di atas
¢ g;n'n G _ ' ge
~t Fa’ F ef
o qaf Q qi
< Kaf K | ka
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C.

lam b ‘el
¢ mim M em
S nan N en
3 wawu W w
4 ha’ Himpunan ha
penyelesaian
sistem
persamaan
linear
¢ hamzah ' apostrof dipakai di awal kata
& ya’ - Y ye

H. Konsenan Rangkap karena Syaddah-ditulis rangkap

2ahs ditulis dengan nuta 'addidah
[ ditulis dengan ‘iddah

L Ta* Marbuttah di akhirkata
a. bila dimatikan ditulis 4

4Sa ditulis dengan sikmah
4> ditulis dengan jizyak

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke
dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila

. dikehendaki lafal aslinya}

b. bila diikuti dengan kata sandang “a/” serta bacaan kedua itu terpisah ,
maka drtulis dengan 4.

! WAa S ditulis Karimah al-auliya®

<. bila ta” marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah
ditulis ¢ :
skl 3S)  ditulis dengan zakdr al-fir

IV. Vokal Pendek
(fathah) ditulis a ; Jé  ditulis qala

(kasrah) ditulis 1 ; Asuwa  ditulis masjidun
i (dammah)  ditulis u; =% ditulis far gn
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V. Vokal Panjang

d. fathah + alif, ditulis &
. Clals ditulis jakiliyyatr
e. fathah + ya mati, ditulis 2
=5 ditulis tansa
f  Lasrah+ ya mati, ditulis i
e S ditulis karim

g. dammah + wawu mati, ditulis u
et ditulis furad
VI.‘VYokal Rangkap
a. fathah + ya’ mati, ditulis ai
Ay ditulis bainakum
b. fathah + wawu mati, ditulis au
J ditulis gt

VIL.  Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan
apostrof.

e
-

et ditulis a'antum
el u'idat

S8 cAl ditulis la'in syakartum
VIII. KataSandang Alif + Lam . .
a. bila ditkuti huruf qgamariyyah, ditulis al-

Al ditulis al-Quran
Al ditalis af-Opyas
b. bila -dilkuti huruf syamsiyah;. ditulis dengan menggunakan huruf .
- syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 1 (el)nya.
laudl ditulis as-Sama'
o=l ditulis asy-Syams

IX.  Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.
wassilis s ditulis 2awi af Surizd
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MOTTO

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk
vang sebaik-baiknya. Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat

vang serendah-rendahnya (neraka)”

“Karena yang kuinginkan adalak hidup, dan berbahagia. Keduanya,
menurutku, tidak mungkin tercapai jika orang memaksakan hal-hal

yang absurd pada kesimpulan-kesimpulan logisnya™’

" At-Tiin (95): 4 - 5.
* Albert Camus, Caligula, cet. ke-1, {Ygvakarta © Mata Angin, 2001) him. 76, diterjemahkan
oleh Ahmad Asnawi darl Caligula, The Misunderstanding, The Just Assasin.,
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KATA PENGANTAR
AR ot QLB Gk, 0 gl ot
A A, D DNy 0l sl 2L e
o080l b depbas 5 o na il 5%
2eLabie o AU Al e ool dls g Uk

Dengan amat terpaksa kuakui, saya sedang dalam keadaan tidak percava
kepada-Mu. Namun, dalam kehampaan yang sedang mendera ini sava mencoba
menghayati-Mu sekedar bertahan hidup karena orang hidup pasti mempunyai alasan
untuk hidup. Maka, dalam kesia-siaan ini satu hal yang saya harapkan dari-Mu;
lindungilah alasan yang tinggal setitik dzarrah sawi itu agar suatu saat kelak dapat
tumbuh membesar dan kurasakan betapa agung-Nya diri-Mu. Dan betapa saya harus
berterima kasih atas segala yang Engkau berikan kepadaku.

Betapa saya berusaha berpaling darimu dan mencari manusia lain vang lebih
agung vang pernah dicatat dengan tinta emas oleh sejarah. Namun, sava kembali
kepadamu, Muhammad SAW junjunganku. Dalam keputusasaan, saya vakin bahwa
engkaulah manusia agung vang patut dijadikan contoh oleh seluruh umat manusia,
kapan dan di manapun jua.

Dalam segala kebimbangan, akhimya selesai juga penulisan skripsi ini.
Walaupun saya yakin amat banyak kekurangan di dalamnya. Saya merampungkan
skripsi sava vang berjudul : Peranan Umat Islam Dalam Pemerintahan Desa (Kajian
Terhadap UU No. 22 Tahun 1999 Bab XI Tentang Desa) ini dalam keadaan tidak
percaya apa yang namanya perubahan sosial. Namun, dengan terselesaikannya

skripsi ini, sungguh saya amat banyak berhutang budi kepada banyak pihak vang



tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Beberapa yang harus saya akui banvak
memberikan bantuan adalah sebagai berikut
1. Sava ucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Syari'ah JAIN Sunan
Kalhaga beserta civitas akademika vang telah membertkan dava upaya vang
membuat saya lebih arif dalam menyikapi kehidupan.
2. Terima kasih kepada Bapak Pembimbing Utama, Bapak Drs. Abdul Halim,
M. Hum dan Bapak Pembimbing Pembantu, Bapak Drs. M. Sedik, S. Sos..
M. Si. yang telah memberikan bimbingan dengan kesabaran yang t:ada tara
walaupun harus meluangkan waktunya yang berharga untuk penulisan skripsi
sava.

Terima kasih kepada Bapak dan Ibuku dengan segala curahan kasih dan

[FB]

savangnya kepada saya sehingga dapat mencapai taraf seperti sekarang ini.

Semoga saya dapat berbakti kepadamu berdua.

Akhirnya, terhadap banvak kekurangan dalam skripsi ini, terbuka kritik dan
saran. Dan semoga dapat bermanfaat bagt pejuang-pejuang tanpa nama vang hidup di

tempat-tempat terpencit seperti desa.

Yogvakarta, 24 Februan 2004 M
03 Muharram 1425 H
Penulis

Hed

Heru Nugroho
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ABSTRAK

Desa mempunyai latar belakang sejarah yuridis dan sosiologis yang panjang.
Dia merupakan satu entitas hukum yang mandiri dan mempunyai fondasi vang khas.
Dalam demokrasi modern desa dilegitimasi dan didudukkan sebagal Pemerintahan
yang demokratis. Namun, desa telah mempunyai das soflen-nya sendiri vang tidak
dapat begitu saja disamakan dengan terma demokrasi ale Barat. Perbedaan juga
menyangkut masalah hubungan-hubungan sosial di dalamnya di mana warga desa
menjalankan peranan dalam Pemernintahan Desa. Kedua masalah ini menjadi pokok
bahasan vang dikaji dalam tulisan ini menurut sudut pandang hukum tata negara
Islam. Signifikansinva terietak pada suatu upaya membern kritik terhadap aturan
Pemerintahan Desa sekaligus legitimasi bagi umat Islam vang akan berperan di
dalamnva.

Tultsan mi akan menelaah Pemenintahan Desa dengan pendekatan historis-
normatif dan mendasarkan diri pada faktor kesejarahan Desa dan aturan normatif
yang mengaturnya terutama terfokus pada Undang-undang Nomor 22 tahun 1999.
Data vang ada dianalisis dengan mengunakan paradigma hukum Islam. Sehingga
dapat diperoleh kepastian tentang tata aturan Desa yang mengarah kepada standar
Islami.

Uralan yang ada menitik-beratkan pada tujuan ditegakkannya hukum [slam
vang diantaranya untuk mencapai kemaslahatan. Dar sana diperoleh kesimpulan
bahwa sebagian besar aturan mengenai Pemerintahan Desa dapat diarahkan kepada
tujuan vang ingin dicapai Pemerintahan Islam yaitu kemaslahatan yang mencakup
keadilan dan kesejahteraan umat. Dan dari sini umat Islam mendapat legitimas: kuat
untuk berperan lebih besar dalam Pemerintahan Desa sehingga tercapai reformasi
sosial menuju masvarakat madani yang dicita-citakan Isiam.
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BARBI
PENDABULUAN

A, Latar Belakang Masalah

Daerah Pemerintaban Negara Republik Indonesia terdiri dart wilayah-
witavah pemerintahan. Masing-masing wilavah pemerintahan itu dibagi lagi
menjad: wilayah pemerintahan di bawahnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 18
UUD 19457

Pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk

susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang, dengan

memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem

Pemerintahan Negara, dan hak asal-usu! dalam daerab-daerah vang

bersifat istimewa.

Daerah besar vang disebutkan dalam pasal di atas dikenal dengan
Pemerintahan Daerah vang lebih diasosiasikan kepada Pemerintaban di tingkat
Kabupaten dan Kota Madya. Kemudian daerah vang lebih kecil darinya disebut
Pemerintahan Desa. Pada masa Orde Barnr”, daerah vang pertama di atas diatur
dalam Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di
Daerah, dan yang kedua diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1979 tentang
Pemerintahan Desa.

Penyelenggaraan pemerintahan pada waktu Orde Baru menganut

sentralisasi kekuasaan. Maksudnva, penvelenggaraan pemerintahaan di bawah

Y Lihat juga Pasal 18 UUD 1945 amandemen, maknanya kurang lebih sama.

? Kurun sejarah Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945
dapat dibagi menjadi beberapa bagian sejarah yang disebut orde. Masing-masing orde dapat dikatakan
merupakan penamaan politis, terkait dengan pergantian kepemimpinan di tingkat nasional. Ords
pertama berlangsung kurang lebih sejak Proklamasi Kemerdekaan sampai dengan tahun 1965, yang
disebut Orde Lama. Kemudian sejak tahun itu sampai tabun 1998 orang menvebutnya dengan Orde
Baru.



akan terpusat dan tergantung pada organisasi kekuasaan di atasnva. Termasuk
Pemerintahan Desa sebagai bagian integral dan Pemerintahan Indonesia. Secara
cksplisit, dapat dilihat pada konsiderans UU No. 5 tahun 1979 bagian menimbang
huruf b dikatakan :

Bahwa sesuai dengan sifat Negara Kesatuan Republik Indonesia maka
kedudukan Pemerintahan Desa sejauh mungkin diseragamkan, dengan
mengindahkan keragaman keadaan Desa dan ketentuan adat istiadat vang
masih berlaku untuk memperkuat Pemerintahan Desa agar makin mampu
menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan dan
penvelenggaraan administrasi Desa vang makin meluas dan efektif.

Dengan demikian keadaan desa yang sebelumnva bermacam-macam
nama dan sistem pemerintahannya dikehendaki untuk diadakan penyeragaman
dan diatur oleh Pemerintah Pusat. Dalam kerangka ini, Menteri Dalam Negeri
sebagai aparatur adminisirasi pemerintahan pusat berperan besar dalam hal
pengaturan desa.”’

Desa yang diatur dalam UU No. 5 tahun 1979 diartikan sebagai kesatuan
masvarakat. Berakibat bahwa keberadaan lembaga-lembaga adat sebagai
masyarakat hukum berada dalam sub-ordinasi Pemerintah Desa yang juga
mempunyai ketergantungan dengan pemerintahan di atasnya. Dengan demikian,
kemandinian desa mengalam: pemangkasan. Lebih jauh dapat dilihat dalam hal
dibentuknya Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Lembaga ini merupakan
kumpulan wakil dan tokoh masyarakat yang diharapkan dapat menjadi mitra

Kepala Desa. Selain itu, dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajibannyva

dalam  Pemerintahan Desa, Kepala desa memberikan keterangan

~

** Lihat misalnya Pasat 2 ayai (2) UU No. 5 tahun 19
vatuan dan penghapusan Desa diatur dengan Peraturan Menter

“Ketentuan terntang pemecana,

lam Ng

TR
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merupakan Ketua LMD, sehingga otomatis pertanggungjawaban vang memang
hanya berbentuk memberi keterangan akan berjalan tidak sesuai dengan konteks
demokrasi vang menghendaki eksekutif bertanggung-jawab kepada rakyat, baik
secara langsung maupun dengan perwakilan.

Pemerintahan Orde Baru dapat dikatakan sebagai anti-tesis dari Orde

Lama. Yang terakhir ini lebih mementingkan kehidupan demokrasi, sedangkan

Orde BRan

lehih mementingkan kemajuan di bidang ekonomi” Titik berat

ckonomi ini pada akhirnya memunculkan keinginan untuk menciptakan stabilitas
absolut sebagai fundamen terciptanva iklim investasi dan pembangunan. Namun,
kenvataannva mengakibatkan terpangkasnva kebebasan rakyat, baik itu
kebebasan berpendapat atau pun mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan
selam dari kehidupan penyelenggaraan pemerintahan vang sentralistis dan tidak
fransparan.

Pemangkasan kebebasan itu pada akhimya memunculkan gelombang
reformasi dan mengakibatkan pergantian kekuasaan pada Mei 1998. Mulai saat
itulah timbul satu kurun sejarah vang disebut Orde Reformasi. Di dalamnyva
terkandung semangat untuk mengadakan demokratisasi di segala bidang
termasuk dalam hal pemerintahan. Untuk itu tefah diundangkan UU Ne. 22 tahun

1999 tentang Otonomi Daerah pada tanggal 7 Mei 1999. Undang-undang ini

Ay - — -

Y Pasal 10 ayat (230 UU No. 5 tahun 1979,

' Qrde Bary misalova menggagas Trilogi Pembangunan, isinya adalah stabifitas nasional
vang sehat dan dinamis, pertumbuhan ekonomt yang tinggi dan pemerataan pembangunan dan hasil-
hasiinya. Untuk lebih fanjut dapat dibaca Rabert W. Hefner, Civi/ Islam, Islam dan Demokratisasi di
Indonesta, terjemahan dart Civil Islam, Muslims and Democratization in Indonesia, cet. ke-t

{Yogyakarta : L8, 2001)



mengatur sekaligus Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa. Untuk vang
terakhir ini diatur dalam Bab X1 Pasal 93 sampai Pasal 111.

Orde Reformasi berusaha untuk mengadakan demokratisasi di segala
aspek. Salah satu semangatnya adalah dengan lebih memperhatikan aspirasi dari
bawah (rakyat). Untuk itu, kekuasaan vang sebelumnya bersifat sentralistis
diubah menjadi desentralistis.” Termasuk Undang-undang Otonomi Daerah
merupakan upava untuk mengadakan desentralisasi kekuasaan.

Desa yang awalnya tidak mandiri menjadi lebih bersifat otonom.
Pengertian Desa dalam UU Otonomi Daerah adalah merupakan masyarakat
hukum. Artinya, Desa mempunyai kepribadian untuk mengambil suatu tindakan
hukum. Hal ini misalnya terdapat dalam Pasal 99 dimana Desa sebagai institusi
mempunyai kewenangan tersendiri.

Menurut UU Otonomi Daerah, Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah
Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD). Pemerintah Desa yang terdiri dari
Kepala Desa dan Perangkat Desa menjalankan fungsi eksekutif, sedangkan BPD
vang merupakan wakil-wakil rakyat vang dipilih secara langsung, menjalankan
fungsi legislatif. Pembagian kekuasaan vang sedikit banyak mengacu pada tesis
Montesquieu” ini tidak berlaku saklek karena Pemerintah Desa dan BPD pada

hakekatnva mempunyai hubungan kemitraan. Misalnya, BPD bersama-sama

AT
Pz

Indonesia ™

rtnhon Al
e:u:r.u..\:u.u e

T

7 Soehino, Jimm Negara (Yogyakarta ; Liberty, 1998) hlm. 25.
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dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa.” Pembagian kekuasaan

Pemerintahan Desa antara BPD dan Pemerintah Desa dimaksudkan untuk

menjalankan fungsi cheks and balances antara keduanva, sehingga dengan saling

mengoreksi akan tercipta pemerintahan yang baik.

Kepala Desa vang menvelenggarakan Pemerintah Desa tidak lagi dapat
begitu saja bersikap sewenang-wenang karena ia bertanggung-jawab kepada
BPD. Apabila BPD melihat ketidakberesan dalam penvelenggaraan pemerintahan
itu, 12 berhak untuk mengajukan usul kepada Bupati untuk memberhentikan
Kepala Desa dari jabatannya. Jadi peranan BPD dalam konteks pemerintahan
desa cukup signifikan. Hal ini sesuai dengan fungsi BPD antara lain” :

1) Mengayomi, vaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan
berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan
pembangunan;

2) legisliasi, yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama
Pemerintahan Desa;

3) Pengawasan vaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan
Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa;

4) Menampung aspirasi masyarakat, vaitu menangani dan menyalurkan aspirasi
vang diterima dari masyarakat kepada Pejabat atau Instansi vang berwenang.

Dengan fungsi-fungsi vang tersebut di atas BPD sebagai wakil rakyat

mempunyai peranan penting dalam ikut serta memajukan Desa dan Pemerintahan

) Pasal 105 ayat (3) UU No. 22 tahun 1999.

) Pasal 36 ayat {1} Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 64 tahun 1999 tentang Pedoman
Umum Pengaturan Mengenai Desa.



Desa. Di sini terkandung unsur-unsur demokrasi langsung di mana rakyat dapat
secara langsung menvampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Dengan
demikian, Desa dan pemerintahannva sebenarnya mempunyai ciri-ciri demaokras
vang khas, Hal ini dapat dilihat dalam peraturan-peraturan mengenai desa yang
dapat disimpulkan menjadi prinsip-prinsip pemerintahan sepertl; pembagian
kekuasaan, demokrasi dan musyawarah, kebebasan menyampaikan aspirasi, dan
kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Dengan melihat prinsip-prinsip tersebut ternyata ULl Otonomi Daerah
memberi kesempatan luas kepada masyarakat di tingkat desa untuk berperan
dalam proses demokratisasi. Dalam kontek ini, PJ Scewamo mencatat :

Ul No22/1999 membuka kesempatan untuk menumbuhkan akar

demokrasi dan otonomi desa tersebut, meskipun masih herupa suatu

potensi. Hal ini perlu dorongan dari semua pihak untuk dapat
mewujudkan demokrasi dan otonomi desa sesuai dengan a akar vang ada
datam desa-desa di Indonesia.

Komentar di atas menyangkut beberapa hal. Perfamo, demokrasi vang
ada di Desa baru merupakan sebuah potensi. Kedws, untuk dapat mencapai
demokrasi vang matang diperiukan peranan dan kerja keras dari berbagai pihak
terutama masvarakat desa sendiri. Kefiga, masing-masing Desa di Indonesia

mempunyai asal-usul vang berbeda-beda satu sama fain di samping karakter

masing-masing individn penduduk desa yang dapat menjadi pendukung atau

e

malah menjadi penghambat bagi terciptanya demokrasi di des

0 Py Seewarno, Demokrasi Desa di Indonesia. Melacak Akar dan Sejar ahmva, artikel dalam
Arus Bewah Demolrasi, Otonomi dasn Pemberdayaan Desa, Penyunting Dadang Juliantoro
{Yogyakarta | Penerbiz LAPERA Pustaka Utama, 2000} him. 167,



Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduknya beragama Isiam.

Sebagian besar dari mereka tinggal di desa. Keadaan desa vang alami

bidang kehidupan termasuk pemerintahan. Dalam demokrast terkandung nilai-

3

11la: seperti toleransi, persamaan, konstitusionalisme dan lain-lain. Setidaknya
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nrinsip-prinsip demokrasi akan bergesekan dengan sendi-sendi

o

menimbulkan tantangan bagi umat Islam di Desa untuk mensikapi demokrasi di
desa baik secara teoritis mau pun secara praktis,

Dalam demokrasi terkandung henih-benih terciptanya tirani mayoritas.
Misalnva tercermin dalam hal mengambil keputusan. Iika tidak dimungkinkan
tercapainva musvawarah mufakat, maka keputusan diambil dengan cara suara
tertbanyak (voting). Konsckuensinya adalah adanya pthak vang tidak
terakomodasi kepentingannya.

Keadaan di atas justeru semakin menguatkan kedudukan umat Islam.
Karena dengan kekuatan dari segi jumlah akan dapat mencapai mavoritas suara.
Pemilihan anggota BPD ataupun Kepala Desa akan sangat dikendalikan oleh
umat Islam. Namun, corak Islam Indonesia vang cukup heterogen tidak begitu
saja dapat memakai klaim di atas. Bisa saja dalam satu Desa ada dua atau lebih
corak keberagamaan sehingga dalam internal umat Islam sendiri seringkali terjad:
persaingan. Bahkan, persaingan ini memungkinkan pihak ketiga sebagai

pemenang Dalam konteks ini, peranan dapat menghasilkan kesimpulan bahwa

o
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kadang permasalahannya tidak terletak pada substansi demokrast tapt lebih pada

umat Islam sendiri,

Fo

Dengan latar belakang di atas, studi ini akan menyoroti ULI No.22 Tahun
1999 sepanjang Bab X1 mengenal Desa. Di sini akan dikaji dari pasal-pasal bab
tersebut dan peraturan pelaksananva untuk mengungkap seperti apakah
Pemerintahan Desa diatur dan apa kontribusi masvarakat terhadap demokratisas
di Desa dan dalam Pemerintahan Desa.

Pokolkk Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok-pokok masalah yang
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» terhadap Pemerintahan Desa yang diatur

ng
dalam Undang-undang Nomer 22 Tahun 1969 7
2. Bagaimanakah peranan umat Islam Indonesta dalam Pemerintahan Desa ?
Tuiuan dan Kegunaan Penelitian
Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah tersebut, maka stndi ins bertuinan untuk

1. Mendeskripsikan 117 No. 22 Tahun 1999 Bab XI tentang Pemerintahan Desa

dan menganalisanva berdasarkan nandangan Islam.

I~

Menganalisis dan mendeskripsikan peranan yang dapat dilakukan umat Islam
secara konstitusional dalam Pemerintahan Desa
Kegunaan Penelitian

Studi ini diharankan akan memberikan kemanfaatan sebagat berikut -




N

1. Sumbangan bagt khasanah pemikiran mengenat hukum dan politik terutama

bagt formulasi ¢ita-cita hukum dan politik yang islami.

=2

. Memberikan masukan terhadap keberadaan UU No. 22 Tahun 1999 sepaniang
mengenai Pemerintahan Desa dihubungkan dengan umat Isiam.

Telaah Pustaka

Seteiah diadakan penelusuran terhadap wacana Pemerintahan Desa,
diketemukan beberapa literatur baik berupa karangan ilmiah, disertasi, atau
penelitian yang telah membahasnya, selain dari undang-undang mengenai
Pemerintahan Desa sendiri beserta Petunjuk Pelaksanaan (juklak) atau Petunjuk
Teknisnyva (juknis).

Di antara literatur itu adalah buku “Perkembangan Pemerintahan di
Daeraf”, mengkaji berbagai pergantian peraturan perundangan mengenai

Pemerintahan Daerah pada masa orde lama dan orde baru temmasuk Pemenintahan

Buku “Yaia Pemerintahan dan Administrasi Desa” membahas peraturan
mengenai pemerintahan dan administras: desa, dan bersifat lebih teknis. )

Buku “Pemerintah dan Administrasi Desa” di sini dijelaskan sejarah desa
dari awal mulanya sebelum penjajahan termasuk menggunakan sumber dari

Ll : - i3
prasasti dan peninggalan kuno. ™"

'Y Soehing, Perkembangan Pemerintahan Di Daerah, cet. ke-5 (Yogyakarta : Liberty, 1995)

Y Sumber Saparin. fata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa, cet. ke-4

{Jakarta : Gualia Indonesia, 1979)

! Bayu Surianingrat, Pemerintahan dan Administrasi Desa, (Jakarta © Yayasan Beringin
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Penelitian “Mexjid dun Bakul Keramat: Konflik dan Dniegrasi dalam

Masvarakat Bugis Amparita”™™

merupakan sebuah penelitian yang bersifat

sosiologls mengenai masyarakat desa. Dalam konteks vang sama, tapi dengan

<a

tema dan daerah penelitian vang berbeda; disertasi “/siam AMurni dalaom

. — i . .
Masvarakat  Petani Kecamatan Wuluhan Jember Jawo Timur™. skripsi
215}

“Konflik dan Integrasi, Perbedaan Faham dalam Agama Islam™" penelitian

z

Nico L Kelana “Srrategi Pengelolaan Persaingan Politik Flir Desa di wilayah

$F /

Kecamatan Suruh. Kasus Pemilihan Kepala Desa”

w4 & - . =218

Buku “drus Bawah Demokrasi. Otonomi dan Pemberdovaen desa™™ .
engangkat tema tentang prospek demokrasi desa era UL No. 22 tahun 1999,

Buku “Pofifik Lokal, Pariemen Desa; Awal Kemerdekaan sampai jaman

9319}

otonomi Daeral’”™’ . mengangkat seputar pasang surut lembaga perwakilan desa
dari awal kemerdekaan sampai era Otonomi Daerah.

Buku-buku yvang membahas Pemeriniahan Desa sudah cukup banvak,

Adapun vang membedakan studi ini dari fulisan tersebut adalah; secara teoritis

T4y aur v me 1 1, LRV T I L2 TUE I 2 PR Py 53 SR SN S JOr SUUR S SO S
FRELY IVALLLLAEIO , SVIED S WIUTE DURIIE DT UL, DUTTFIIR UL I!lﬂfg!udl CELLLCERTE SVIULS VU Lehds
aresiee A At 1ra N {V.-.m ni,nren - Dhaetal-a Daloine 3712
1,/1{: .3 2 XS lr/(.ﬂr rccu uut e A U-—, (22NN u.:tu:.\u x v:u ur . : AT
13% 42 4 v owos - o e v 9 P [ + P - L e 1 :
© Abdul Munir Mulkan, Islam Adurs Daiam Masyarakatr Petoni, {Yogyakarta © Bentang

24 PR . . . N . - o -
¥ Achmad Fedyani Saifuddin, Kowflik dan Infegrasi, Perbedaan Faham dalam Agama
Islaim, (Jakaria . Rajawali Press)

Nico L Kelana, \ﬁnrzxn Pr)napfm‘nnz? Vartrnwtrn:? Pofirik Fiit Desa A7 wrfm,n‘h Keormmaing

Suruh Kasus Pewilihon k'm)mn D()\ﬂ (miam Renai_ mrnqi Paiitile T.okal & -‘_\0912_1-”1_111}211101'21 Frixi

April-Mei. {Salatiga : Pustaka Percik. 2001 3

1

1 Dadang Julianto, drus Bawah Demokrasi, Cionomi dan Pemberdayaan Desa, cet. ke-2
{Yogvakarta : Lapera, 2000}

10 . . - s s P - - . PR - . -
* Subartone, dik “Politik Lokal, Parlemen Desa; Awal Kemerdekaan sampai Joman
Ctonomi Daerah, cet. ke-1 {Yogyakarta : Lapera, 2000}
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studi ini menggunakan perspektif hukum tata negara Islam, dan dari segi praktis
hanva mengungkapkan peranan umat Islam secara khusus. Oleh karena itu,
skripsi ini perlu untuk diangkat dan diberi judul “Peranan Umai Isiam dalam
Pemerintahan Desa (Kajian Terhadap UU No. 22 Tahun 1959 Bab Xi
tentang Desa).
Kerangka Teoretik

Manusia hidup di dunia menurut Isiam mempunvai dua fugas utama,
sebagai abdullah dan sebagai khalifatulleh. Yang pertama menghendaki manusia
uniuk taat dan patuh kepada Allah dengan beribadah kepada-Nya menurut
aturan-aturan vang telah diturunkan, baik yang terdapat dalam al-Qur an maupun
hadis Rasulullah SAW. Sebagai khalifaruifah, manusia bertugas memelibara
bumi, memanfaatkan ciptaan Allah demi kepentingan umai manusia dengan
menghindarkan cara-cara vang sia-sia. Selain itu juga untuk mengatur pergaulan

di antara mereka agar tercapai kemasiahatan. Hal ini sesuai firman-Nya™" -
BN e S IVIEED U E N EV R YN
e Aol \4\55:5\}3» e 0 Fi*“l\ﬂ?(x%,@ Com

islam menganjurkan supaya manusia berperan dalam mewujudkan
kebahagiaan sesamanya. Salah satu caranya adalah dengan terjun sccara iangsung
dalam kehidupan masyarakat dan memahami apa yang sekiranya dapat ditakukan

1

untuk menciptakan kebahagiaan itu. Dalam hal ini, setiap mdividu diberi
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kedudukan vang sama baik dari segi potensi maupun kedudukan dalam hak-hak
untuk berperan serta. Rasulullabh sendiri sebagai pemimpin uwmat tidak
membedakan dirinya dengan umatnya. Beliau selalu  mengedepankan
musyawargh dalam mengambil setiap keputusan. Misalnya, pada wakiu
pertempuran badar, Rasululiah memutuskan posisi kaum muslimin di dekat satn
mata air. Kemudian shahabat Hubab bin Mundhir mengusulkan agar mengambil
posisi dekat mata air yang paling depan. Hubab berkata; “Sebaiknya kita lebih
maju ke muka, ke mata air yang paling depan. Kita bawa banyak tempat air untuk
kita isi dari mata air itu, kemudian mata air it kita {utup dengan pasir. Kalan
nant: misainya terpaksa mundur kita masih dapat minum, sedangkan musuh
tidak”. Nabi menerima usul vang diajukan Hubab tersebut **

Dalam ajaran Islam sudah diatur berbagai aturan tentang hidup, termasuk
tentang kepemimpinan dan bagaimana mengatur masvarakai (baca : negara).
Setidaknya ada prinsip-prinsip umum vang bisa ditafsirkan kepada aturan yang
lebih spesifik. Seperti kalau kita lihat dalam paragraf terdahutu mengandung

prinsip musyawarah dan kebebasan menyampaikan pendapat sepanjang untuk

kemaslahatan bersama. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul™

M\J jgjﬁn ;{,\;_ink{b:,obsﬁ\ L\)}Aﬁ”}

U Munawir Siadzali, islam dan Taia Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, ed. ke-5
(Jakarta : UL-Press, 1993). hlm. 17.

2 Jaiatuddin as-Suyuthi, al-Asybak Wa an-Nazdir Fi al-Fury', (Beinat © Dar al-Fikr, 1993)
him. 84. Lihat juga Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, Dasar-Dasar Pembinaar Hukum Figh Islami,
cet. ke-4 {Bandung : PT Al-Ma'anf, 1997), him. 527.
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Setiap orang pada hakikatnya adalah bebas untuk mengambil tindakan,
tapi 1a harus bertanggung-jawab terhadap hasil tindakannya. Untuk mewujudkan
kebatkan, mereka harus mampu berbuat sesuai kemampuan dan posisinya karena
tidak ada manusia yang mampu melaksanakan semuanva sendirian apalagi

dengan permasalahan dan kebutuhan mereka vang semakin komplek. Dalam

konteks modern, - muncul pemikiran untuk mengadakan p8mbagian posisi

masvarakat sesuat keahlian dan  kebutuahan manusia termasuk  dalam
pemerintahnan. Tujuannva adalah agar manusia lebih bisa berkonsentrasi dalam

idangnya dan untuk mencapai kehidupan mereka secara lebih sempurna.

o

Pemikiran tentang pemerintahan tidak lain merupakan salah satu kodrat
manusia vang selalu berusaha membuat konsep hidup agar sempurna. Sudah
banyak konsep vang dicetuskan dan mewarnai kehidupan bernegara seperti

konsep sosialis, komunis dan demeokrasi. Percobaan terhadap konsep tersebut

konsen demokrast merupakan konsep yang sanggup bertahan dan lebih banyak

1 tmam Hafiz Abi Isa Muhammad bin Isa bin Surat at-Tirmazi, Swiran ar-Tirmazi, Jilid 1V,
(Beirut : Dar ab-Fikr, 1978), him. 124. Lihat juga Hussein Bahreisj, Himpunan Hadits Shahih Mustin.

(Surabava ; Al-Ikhlas, 1987) him. 244,
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menghasitkan segi positif bagi hidup manusia. Hal ini banyak disebabkan oleh

aturan main vang mendasari konsep demokrasi itu antara fain : supremasi hukum,

~
4

perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), dan pembagian kekuasaarn.

Prinsip-prinsip demokrasi tersebut febih banyak kecocokan dengan fitrah
manusia dibandingkan dengan prinsip vang lain. Di dalamnya memberikan iebin
banyak kesempatan kepada setiap individu untuk men ngembangkan potensi

kemanusiaannya sekaligus untuk saling memberi kontrol dan koreksi diantara

individu itu. Maka, akan terjadi seleksi alam terhadap mereka dan pemikirannya

f

menwju puncak kesempurnaan. Hal ini sesuai dengan pemikiran Karl Popper.
Menurutnya, pertanyaan pokok dalam filsafat politik adalah ; How can we
minimize misrule? (Bagaimana dapat kita kurangi terjadmya pemerintahan yang
salah?).™ Tidak usahlah mengangankan suatu pemerintah vang ideal. Yang

penting di atas itu adalah mencipiakan suatu mekanisme yang mecegah

[k

kesewenangan pemerintah. Caranya tidak lain adaiah dengan pendidikan politik,
memberi kesempatan lebih banyak kepada mereka untuk berpikir dan bertindak,
dan menciptakan aturan vang menjamin kesempatan saling memberi koreksi.
Konsep demokrasi dan peranan juga telah jauh hari diperbincangkan oleh
vara filosuf musltim. Al-Farabi, seorang teoritikus politik Islam idealis
merumuskan negara Isiam sebagai ai-madinah ai-facdhilah (negara’kota utama}.

Kota utama adaiah kota vang diperintah oleh penguasa tertinggi yang mempunyat

sifat: memiliki berbagai ilmu, mempunya: jiwa kepemimpinan, dan bermoral

* Miriam Rudiardio, Dasar-Dasar imu Politik, cet. ke-15 (Jakarta : PT Gramedia Pustaka
Utama, 1993}, hlm. 60,

% K. Rertens, Filsafat Barai Kontemporer Inggris-Jerman, (Jakarta : PT Gramedia Pusteka
TUtama, 2002), him.88
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tinggi schingga dapat membimbing rakyatnva ke arah kebahagiaan
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Sedangkan,
menguraikan kota demokratis sebagat berikut :

Kota demokratis adafah kota vang setiap penduduknya mendapatkan keleluasaan
dan dibiarkan melakukan apa pun vang dikehendakinya. Penduduknya setara

baik dan pada orang lain. Penduduknya lelnasa melakukan apa pun vang
dikehendakinve, Dan, fak ada orang, apakah dia itu penduduk atau bukan
penduduk, dapat mengklaim berwenang kecuali bila dia bekerja untuk
memperbesar kemedekaan mereka. .. Mereka yvang memerintah, berbuat
demikian mengikuit kehendak mereka yang diperintah, dan penguasa mengikuii
kehendak vang dikuasai.

Segenap upaya keras dan tujuan kota-kota jahiliah ada dalam kota seperti ind
dengan cara yang sangat sempuma. D) antara semua (kota-kota jahiliah) itu,
inilah kota yang paling terpuji dan bahagia Secara lzhiriah, ia seperti pakaian
yang bersulam, yang penuh dengan celupan dan benmtuk warna-warni. Semua
orang menyukainya, dan suka tinggai di dalamnya, karena sernna kehendak atan
kemgman manusia akan terpenubi oleh kota ini. Berbagai bangsa berimigrasi ke
kota ini untuk mukim, dan kota ini pun Iatu tumbuh berkembang secara luar
hiasa. Orang dari segala ras memadati kota ini, dan melalui perkawinan
melahirkan anak-anak vang kecenderungan mereka sangat beragam, dan dengan
pendidikan serta proses pendewasaan sangat beragam pula.zg]

)

Lebih lanjut al-Farabi berpendapat bahwa kota demokratis Iebih efektif
dan jauh lebih mundah dibangun kota utama dan ditegakkannya kota bajik. Kota

tersebut menampung kecenderungan apa pun, yang buruk maupun yang baik, dan

-
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memberikan lebih banyak ruang bagi bermuncuiannya orang-crang bajik.

Kebebasan sebagal sarana untuk berperan diiemin dalam zlam
JF

demokrasi. Dan kebebasan sendiri meruopakan hakikat manusia. Dengannya

* Yamarni, Autara al-Farabi daw Khomeini (Filsafal Politik Islam), (Bandung @ Mizan,

2002}, him. 98.

*" Ai-Farabi menyebut tiga kelompok kota sebagai lawan kota utama; kota jahiliah (al-
madinah al-jahilivyah), kota fasiq (el-madinah al-fasiqoh), dan kota sesat (ai-madinah al~fhalalah).
Kota demokrasi termasuk kategori kota jahitiyah yang paling baik. (Yamani, Anfara ai-Farabi dan
Khomeiri  (Filsafat Politik Isiapy, Km. 67)

" Ibid., him. 76., {dikutip dari Fauzi M. Nafar, The Poiitical Regim, sebuah terjemahan
Inggris dan karya Al-Farabi vang betudul A-Siyasah AlMadaniyah, dalam Ralph Lerner & Muhsin
Mahdi (ed.}, Medievel Philosophy, {New York : Corneli University Press, 1989)



manusia dapat berbuat sesuatu dan mempunyai kreatifitas. Dan dengan
kebebasan manusia akan dapat dimintai pertanggungan-jawab. Al-Qur'an
memberl kriteria apa vang baik bagi manusia. Namun, setelah itu al-Qur'an
memberi kebebasan kepada manusia untuk memilih sendiri jalan hidupnya.
Tujuannya adalah agar manusia dapat mempertanggungjawabkan pitthannva di
akhirat kelak. Al-Qur'an mengatur kebebasan manusia sebagai berikut™ :
S iony oasds sLb s

Jadl jelaslan bahwa Islam menjamin kebebasan manusia. Kebebasan vang
bisa membawa manusia kepada kemasiahatan. Kebebasan vang memberi banyak
Tuang dan kesempatan kepada manusia untuk berijtihad dan berbuat sehingga
dapat merubah keadaan mereka kepada kesempurnaan dalam hidup dan
mengabdi kepada Ailah.

Dengan jaminan kebebasan vang dikemukakan di atas, umat Islam dapat
berperan lebih besar dalam kontek Pemerintahan Desa, Bagaimana umat islam
dapat memahami demokrast desa dari kerangka Islam dan memaknainyva dalam
satu aktivitas politik. Dengan kerangka nilai yang jelas dan ditunjang oleh jumiah
umat Islam vang mayvoritas, akan mempunvai daya tawar dalam sctiap
pengambiian keputusan poiitik di Desa.

Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini lebih kepada studi pustaka (library research)

dengan mendasarkan pada buku-buku dan tuiisan vang berkenaan dengan

) Al-Kahfi (18): 26
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obyek dengan tidak mengesampingkan pengamatan secara kualitatif di
lapangan sebagai faktor pendukung.
Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, menggambarkan apa vang
sudah tertulis dalam peraturan perundangan dan penafsirannva, dan
menganalisanva berdasarkan kerangka metodologis dari paradigma Islam
Sumber Data

Sumber penelitian ini terutama adalab sumber primer, yaitu yang
berkaitan secara langsung dengan obyek penelitian antara lain peraturan
perundangan, hasii-hasil penelitian dan buku-buku yang membahas tentang
desa serta buku-buku teniang Tata Negara Isiam, dan sumber sekunder, vaitu
sumber lain yang tidak secara fangsung berkaitan tapi mempunyvai relevanst
dengan obvek, seperti hasit-hasil penelitian dan buku-buku yang mempunvai
kaitan bahasan tentang Desa.
Teknik Pepgumpulan Data
eknik pengumpuian data dalam penelitian ini dibagi dua; a)
mengumpulkan berbagai data dari buku-buku perpustakaan, peraturan
perundangan, makatah-makalah, serta media cetak lainnya, b} mengamat
langsung atau informasi sesuai kebutuhan,
Metode Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan metode
berfikir induktif-deduktif. indukrif maksudnya melihat penafsiran peraturan

perundangan itu cleh para ahli dan melihat di lapangan lalu diambii



kesimpulan vang bersifat umum. Dedukiif maksudnya berangkat daii
peraturan perundangan dan diambil kesimpulan secara sistematis dan logis.
6. Pendekatan Studi

Studi ini menggunakan pendekatan historis-normatif. Historis berarti
meithat obyek sebagai satu gejala dan dalam konicks perubahan. Masyarakat
sebagai sebuah perubahan dapat mengenai eiemen-clemennya vaitu bangunan
fisik, lembaga sosial, hubungan sosial, gejala psiko-kultural. Perubahan vang
di maksud di sini adalah mengenai masyarakat desa baik darl praktek
masvarakat, pranatanva atau sistem hukumnya.?’o} Normatif berarti bahwa
peraturan perundangan mengenai Desa vang ada dianabisis berdasarkan

perspektif normatifitas ajaran Islam dan pandangan para pakar Islam.

(;. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripst ini dibagi menjadi Hima dengan
perincian sebagai berikug :

Bab I : bertsi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah,
pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka
teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan,

Bab 11 : Berisi pembahasan tentang Umat Islam dari segi arti dan
peranan, praktek peranan di masa Rasulullah dan shahabat serta peranan dalam
konteks demokrasi modern, pembahasan tentang Desa seputar sejarah, dasar

hukum dan pengertiannva, dan terakhir tentang Lembaga Desa

3y 1r e ; ; k4 3 TLr 3 Bl
' Kuntowijovo, Metodologi Sejorah, (Yogvakarla : Tiara Wacana, 1994). him. 63.
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Bab il  : membahas masalah tinjauan peraturan perundangan mengenai
Pemerintahan Desa seputar Pemilihan Kepala Desa, Badan Perwakilan Desa dan
masalah Peraturan Desa.

Bab IV : berupa puncak analisis yang akan membahas prinsip-prinsip
Pemerintahan Desa ditinjau dart perpektif islam dan masatah praktek umat Istam
dalam Pemerintahan Desa sekatar proses politik, pembuatan peraturan desa, dan
implementasi kebijakan desa.

Bab'V  : berupa penutup vang mencakup kesimpulan dan saran



90

BABY,
PENUTUP

A, Kesimpulan
Dari uraian tentang peranan umat Islam dalam Pemerintahan Desa
dalam skripsi ini disimpulkan sebagai berikut :

. Pemerintahan Desa yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1999
beserta peraturan pelaksanaannya apabila ditinjau dari  Isiam dapat
dikemukakan tiga hal :

a. Dari aturan tentang Pemerintahan Desa ada bagian yang tidak sesuai
dengan semangat Islam dan bahkan juga prinsip demokrasi modern.
Misalnya, dalam hal pengangkatan Kepala Desa yang masih memerlukan
persetujuan dari Bupati. Juga mengenai peran masyarakat dalam hal
pemberhentian Pemerintah Desa yang harus diwakili BPD. Termasuk
dalam pemilihan Kepala Urusan dan Sekretaris BPD. Dalam hal ini
peranan masyarakat masih kurang, padahal merekalah yang paling
merasakan akibat dari aturan ini. Hal ini konsekuensi dari demokrasi
perwakilan dan keterbatasan otonomi Desa. Di samping itu, pemilihan
Pemerintahan Desa belum mengakui semangat persamaan antara warga
Desa. Patut dipertanyakan kenapa mereka yang berhak dipilih menduduki
jabatan pemerintahan disebutkan dari golongan yang dapat disebut “elit”.

b. Ada juga aturan yang sudah sesuai dengan nilai Islam seperti dalam hal

pembagian kekuasaan dan kebebasan berpolitik. Keduanya hanya
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menuntut peranan umat Islam secara lebih aktif agar hasil yang dicapai
tidak melenceng dari semangat keislaman.

¢. Selain itu ada juga prinsip Pemerintahan Desa vang justeru memeriukan
wacana baru bagi penafsiran prinsip Pemerintahan Islam, seperti dalam
hal musyawarah. Seringkali masih timbul penafsiran bahwa orang yang
boleh memutuskan perkara umat harusiah dari golongan yang memenuhi
persyaratan tertentu. Padahal dalam musyawarah semua orang dianggap
sama untuk mengeluarkan pendapatnya.

2. Undang-undang Ne. 22 Tahun 1999 menjamin umat Islam untuk berperan
secara luas untuk mewujudkan cita-cita politik dan masyarakat Islam.
Jaminan itu berlaku secara sosiologis dan konstitusional menyangkut peranan
dalam pembuatan kebijakan, dan pelaksanaannya serta dalam sukses:
kepemimpinan di Desa. Justeru jaminan yang sangat tuas dan kebebasan itu
memberi tantangan baru bagi umat untuk bagaimana mengimplementasikan
niliai etis politik dan pemerintahan mereka sendiri. Misalnya, dalam hatl
mengajak kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran. Pemerintahan Desa

merupakan basis politik yang kuat untuk mewujudkannya.

B. Saram-saran
Saran kami terhadap peran umat Islam dalam Pemerintahan Desa
adalah sebagi berikut :
1. Untuk ke depan Pemerintahan Desa haruslah lebil diberi otonomi dart pada

sekarang dan demokrasi perwakilan yang ada diarahkan kepada demokrasi
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langsung sehingga masyarakat dapat lebih berperan. Juga semangat
persamaan di hadapan hukum harus tetap dipertahankan agar semua orang
dapat bersaing secara sportif.

Umat Islam harus percaya diri dalam menghadapi demokratisasi di Indonesia
dan menghindarkan diri dari sikap utopis pembentukan negara Islam. Apa
vang sudah ada dalam demokrasi harus dimanfaatkan sebaik mungkin dengan
mengambil vyang baik-baik dan meninggalkan vang tidak bak (al-
Muhafadzah “ala qodimi sholih wal akhdzi biljadidi ashiah).

Demokrasi sangat mengandalkan keunggulan (kuantitas) mayoritas. Umat
Islam harus menperhatikan ini dengan memformat metodologi dakwah yang
sesuai dengan esensi demokrasi ini. Misalnya dengan dakwah Islam
tranformatif dan mengembangkan kesalehan sosial.

Demokrasi desa harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mengadakan
perubahan dari bawah. Islam sudah mengajarkan pembelaan atas kaum
musiadh afin sehingga masa graass root desa yang merupakan cerminan
kaum mustadh’afin haras menjadi ladang garapan umat [slam sebagai

investasi memenangkan demokrasi dalam Pemerintahan Desa.
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Lampiran 1

TERJEMAHAN

No  Him

FN

Terjemahan

BABI

20

| Penvavang,

Dan Dialah vang menjadikan kalian penguasa-pnguasa di bumi
dan Dia meningegikan sebagian dari kalian atas sebagian {vang
lain) beberapa derajat, untuk menguji kalian tentang apa vang Dia |
bertkan kepada kalian. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat
siksaan-Nva, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun iagi Maha

to
[
1~

Perlakuan pemimpin terhadap rakvat disesuaikan dengan

kemaslahatan.

13

(¥8

Ketahuilah bahwa kamu sekalian adalah sebagat pemimpin, dan
kamu sekalian Dbertanggungjawab terhadap pimpinannunya
{rakyatnya), Maka sebagai Amir (pemimpin) vang memimpin
manusia  yang banyak adalah sebagai pemimpin vang
bertanggung jawab atas pimpinannya (rakvatnya), Dan seorang
suami (lelak:) adalah sebagai pemimpin bagi keluarganya dan ia
bertanggungjawab terhadap mereka. Seorang isteri {(wanita)
adalah sebagai pemimpin di rumah suaminya serta terhadap anak-
anaknva vang 1a bertanggung jawab terhadap mereka. Dan
seorang hamba (budak) adalah sebagai pemimpin dalam menjaga
harta tuannva dan ia bertanggung jawab terhadap tuanmya.
Ketahuilah, kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu sekalian
bertanggung jawab terhadap pimpinannya.

Siapa yang mau, percavalah ia, dan siapa vang tidak mau,
janganlah ia percaya.

BAB II

BAB I

BAB IV

LA

38

- Barangsiapa melihat kemungkaran agar mencegahnya dengan
- tangannya, bila tidak mampu maka gunakaniah lisannya dan bila |
- masih tidak mampu maka cegah dengan hatinya, tapi itu adalah

- selemah-lemah iman. ;

BAB YV
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